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Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia.
Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang
No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha
pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di
bidang pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai ketidakpastian
hukum kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan penanaman modal asing yang terjadi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa
perubahan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3
Tahun 2020 dimana kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah
pusat memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pencabutan izin usaha
pertambangan penanaman modal asing. Kepastian hukum tersebut dapat meningkatkan iklim investasi di
Indonesia.

...... There have been several changesin legal provisons related to mining licensing in Indonesia. One of
them is regarding the authority to revoke mining business permits. According to Law No. 3 of 2020, thereis
achange in provisions regarding the authority to revoke mining business permits. The following thesisis
discussing about the legal uncertainty of the authority to revoke mining business permits for foreign
investment companies. Thisthesis used juridicial norms method as research implementation method. The
result of this thesis found that the amandement in the authority to revoke mining business permits contained
in Law No. 3 of 2020 where the authority to revoke mining business permits turned into the authority of the
central government provides an answer to the legal uncertainty regarding the authority to revoke foreign
investment mining license. Thislegal certainty can improve the investment climate in Indonesia.
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